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ema gsi Legislasi DP :
YOGYA (KR) - Salah satu tugas . dalg’l’h proses pembahasannya yang
dan fungsi lembaga dewan adalah leg- Cahyo W!bOWO ST bisa'jadi tujuannya baik tetapi tidak
islasi atau membuat peraturan da- Fraksi PKS diimbangi dengan kesiapan regulasi
erah bersama walikota. Di mana di- daerah, sehingga yang terjadi
DPRD sebagai wakil rakyat harus adalah problematika baru," tegasnya.
mampu memberikan solusi terhadap Dalam proses pengurusan. PBG
permasalahan yang ada, dan mencari bisa menjadi retribusi atau pema-
titik temu dalam pembahasan peratu- sukan ke pemerintah, tetapi untuk
ran daer%erda) atau undang-un- menuju proses ke sana masyarakat
3 | . terbebani dengan biaya-biaya lainnya.
_ Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Antara lain tandatangan perencana
Yogyakarta Cahyo Wibowo ST, meng- yang bersertifikat, biaya untuk pener-
| ungkapkan sebagian besar produk- bitan sertifikat laik fungsi (SLF), atau
produk hukum yang diusulkan dalam * bahkan biaya sertifikasi arsitektur,
rancangan perda lebih banyak meru- struktur, maupun mekanikal elek-
pakan inisiatif eksekutif karena tun- trikal. Biaya-biaya tersebut sejauh ini
tutan perundang-undangan di atas- tidak ada aturan secara baku.
nya. f e "Lalu bagaimana ' masyarakat
"Meski banyak produk rancangan akan tertib dalam pembangunan-
perda yang inisiatif dari eksekutif na- - nya? apalagi mengurus PBG?. Maka
mun DPRD harus tetap berusaha di sini eksekutif harus hadir dengan
menyuarakan apa yang menjadi prob- . memfokuskan pada aspek pendam-
lematika dan kebutuhan masyarakat, {Cetmein pingan khususnya masyarakat
Jangan sampai karena tuntutan per- ~dang-undang di atasnya, yakni tu- yang mengajukan pengurusan
undangan di atasnya justru mem- runan atau efek dari UU Omnibus PBG," jelasnya. 7
bawa problem dan menyusahkan ma- Law atau Cipta Kerja. Tujuan utama Pendampingan yang dimaksud, im-
syarakat," tandasnya. dari produk tersebut ialah untuk buh Cahyo adalah pendampingan
Akan tetapi fungsi legislasi bagi mempermudah perizinan, menghi- yang tersistem denigan regulasi dan
lembaga dewan juga memiliki langkan praktek korupsi, bisa diatur dalam perwal. Pendam-
dilematika tersendiri. Terutama man-  meringankan masyarakat sertamem- pingan baik secara teknis maupun
akala produk hukum yang sudah dis-  permudah investasi. non teknis termasuk dalam hal tanda
etujui bersama justru menimbulkan Kendati demikian, imbuh Cahyo, tangan yang tersertifikasi maupun
masalah baru. Salah satu contoh dalam kenyataannya ketika Perda penerbitan SLF. Sehingga masyara-
konkretnya ialah terkait Perda PBG disahkan masih banyak meng- kat tiudak terbebani dengan biaya-bi-
Persetujuan Bangunan Gedung alami kendala bahkan cenderung ayayangcukup besar diluar biayare-
(PBQG). Perda itu merupakan peng- sulit dalam implementasinya."'Dan tribusi. "Karena PBG ini siapa yang
ganti Perda IMB karena tuntutan un-  ini pernah disampaikan oleh DPRD  diuntungkan?,” tanyanya.  (Dhi)-f
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